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MENTEERI S05S1AL REPUBLIX INDONESLA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INMCOMESIA

ROMOR = 2 / HOK / 1995
TENTANG

PENYEHPURMAAN LAHPIRAN KEPUTUSAN HENTERI 30SIAL
REPUBLIK IMDOMESIA MOMOR 15/HUK/1993 TEMTAME L
PETUNIUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN AMAK

HMENTERI SOSIAL REPUBLIK IMDOMESIA,

bahwa sshubungan dengan parkembangan Keadaan vandg
terjadi di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan
permasalahan baru terhadap pelaksanaan Keputusan
Menteri Soaial RI Homor L3/HUK 199 tentang
Patunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka perlu
dilakukan upaya-upaya yang dapat mengantisipasi can
sekaligus dapat mengatasi permasalahan yang akan
terjadi dikemudian hari;z

Bahwda untuk dapat mengantisipasi dan mengatasi perma-
salahan yang akan terjadi terssbut dipandang perlu
manyempurnakan Lampiran Keputusan Menteri Sosial RI
Homor L3/HUK/1993 dimaksud.

Undang—Undang MHomor &2 Tahun 1958 tentang Kewargane-—
garaan Republik Indonesia (Lembaran Hegara Tahun
1958 Homor 113, Tambahan Lembaran Hegara Homor
1647 );

Undang-Undang Momor & Tahun 1974 tentang Ketentuan—
katentuan Pokok Kesajahteraan Sosial (Lesbaran
Hegara RI Tahun 1974 Homor 55, Tambahan Lemba ran
Hegara RI Momor 303%9):

Undang-Undang Momor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahta—
raan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 197% Momor 1z,
Tambaban Lembaran Megara RI Homor Z143);:

Peraturan Pemerintah Homor 2 Tahun 1988 tantanyg Usaha
Keasajahteraan Anak Bagi Anak Yang Hempunyal Hasalah
(Lembaran Megara RI Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Megara RI Momor 33&7):

- Keputusan Presiden RI Homor 44  Tahun 1974 tantang

Pokok-pokok Organisasi Departemean;
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Heputusan Presiden RI Momor 15 Tahun 1%84 tantang
Susunan Organisasi Departemen:

Keputusan Presiden RI Nomor #6/HM Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kabinet Pesbangunan Wiz

- Keputusan Henteri Sosial RT Nosor 40/ HUE SKER /X /1980

tentang Organisasi Sosial:

Paraturan Henteri Sosial RI HMowor 13 Tahun 1581

tentang Organisas] Sosial Yang Dapat Menyelenggara-—
kan Usaha Penyantunan Anak Terlantar;

Keputusan Menteri Sosial RI Momor 15 Tahun 1983
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Scsial:

Keputusan Henter{ Sosial ®T Homor 16 Tahum 1984
tantang Organisasi dan Tata Werja Kantor Wilayah
Cepartemen Sosial di Propinsi dan Kantor Departemsn
Sosial Kabupaten/Kotamadya;

Keputusan Menteri Sosial RI Momor 13/H /1993 Een
tang Petunjuk Pelaksansan Pengangkatan Ainak;

Keputusan Menteri Tensga Kerja RI Hamor KEP
208/MEN/1%92 tentang Prossdur Pembsrian Iiin Hamper-—
kerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Aaing Pendatang
dan Pelimpahan Wewsnang Kepada Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja, Kepala Kantor Wilayah
Deparpostel. Direksi PT (Perserc) Hawasan Berikat
Husantara, ©Direksi BT (Parsera) Pengalola HKawasan
Berikat Indonesia dan Ketua Badan Koordinasi
Pananaman Modal Daarah;

Surat Edaran Hahkamah Agung Momor & Tahun 19835 ten
tang Penyespurnaan Surat Edaran Nomor 2  Tahun 1979
mengenai Pangangkatan Anak Jo Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Momor 4 Tahun 1989 tentang Pangangkatan
Anak.

HEHUTUSK AN H
Henyempurnakan Lempiran Keputusan Henteri Sosial

RI  Homor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penggangkatan Anak, yaitu spbagaimana tersebut 41
bawah ini =

1. Angka I1. 3 disempurnakan ssbagai berikut :

Pangangkatan anak dalas petunjuk pelaksansan ini
adalak =



5.

a. pengangkatan anak antar Warga Hegara Indonesia

b. pengangkatan anak Warga Hagara Indoresia oleh
Warga Hegara asing:

C- pengangkatan anak Warga Megara fzing olah Warga
Hegara Indonesiaz

yang akan dimohonkan e rgena hand penetapan
Pengadilan Megeri.

Angka V.Aa.l.a dissmpurnakan aebagal berikwut :
1. Calon Orang Tua Angkat Warga Hegara Indonesia_

2. berstatus Kawin dan telah menikah ERkiu—
rang=-Eurangnya 5% tahun kKecualf bagi maraeka
yang dinyatakan dengan Surat Keterarsgan
Dokter Al Kandungan bahwa tidak mungkin
manpunyai //melahirkan anak.

Afgka Y.A.2.o disempurnakan sabagai berikut =
2. Calon Orang Tua Angkat Warga Hagara asing.

o telah bertempat tinggal dan bekerja secara
=ah sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-
turut di Indonesia, bardasarkan surat
ketarangan yang dikeluarkan oleh pajabat
¥ang berwenang.

Angka V.M 5b disespurnakan sebagai berikut =
3. Calon anak Angkat.

a. berada dalam asuhan organisasi sosial.

b. bagl anak Yarng akan diangkat olah Warga
Megara Asing atau anak asing yang akan
diangkat oleh Warga Megara Indonesia usia
Belus meancaspal 5 tahun.

c. bagi anak asing yang akan diangkat oleh
Wargsa Megara Indonesia harus ada persetuiuan
tertulie dari Pemerintah Negara assl aalon
anak angkat.

d. ada laporan sosisl.

Angka YIII. l.a. disempurnakan sebagai beri-
Kt =

1. Bagi Warga Hegara Indomnesism. .



. Calon Orang Tua Angkat. "

Laporan =osial ealon orang tua angkat,

dibuat olak Fekerja Sosial/Pejabat
Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat di Ling-
Kurgan Kamtor Instansi Sosial

satempat denganm dibamtu oleh Organisasi
Sosial dan harus dilegalisir oleh Kepala
Kantor Wilayvah Departemen Sosial e tampa i
atau peajabat yang ditunjuk wang 1ingkup

cakupannya antara lain mal iputi g

1) ldentitas:

Z2) Emadaarn kemahatan jasmani dan mantal
Arohani g

5) keadaan keluarga dan 1ingkungannya

4) keadaan ekonomi keluargas

5) hubungan scaial;

&) alasan dan tujuan pengangkatan anak;:

7) kesimpulan dan saran.
(Contoh bentuk laporan ao=ial, Hamr
bagaimana tErcantum dalam Lampiran
¥II ).

&. Argka YIII.i.b. disesmpurnakan sabagai berikuwt

=

Calon Anak Angkat.

Laporan aosial calon anak angkat dibuat oleh
PFekerja Sosial/Pejabat Sosial/Pekerja Sosial
Hasyarakat di Lingkurngan Kantor Imatansi
Bocalal setempat dengan dibantu oleh Organisasi
Sosial dan harus dilegaliseir oleh Kepala
Fantor Wilayah Departesen Sosial zetempat atau
pejabat yvang ditunjuk, wvamg lingkup oo B i i E
antara lainmn maliputi =

1) identitas:

2) keadaan kesshatan fisik/pslkelogik;

3) riwayat Anak sampal di tempatkan di Gr-—
ganisss] Sosial:s

) pertusbuhsn dan laporan sosial, ssba-

gaimana tercantum dalam Laspiran WIIT].
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Angka VYIII.Z2.a. disempurnakan sebagai berikut:
4. Calon Orang Tua Angkat.

Laporan sosial calon orang tua angkat dibuat
oleh Pekerja Spsial/Pejabat Sosial/Pakeria
Boaial HMasyarakat di Lingkungan Kantor Instansi
Josial setempat dengan dibantu oleh Organisasi
Soalal dan harus dilegalisir olah Kepala Kantor

Wilawyah Departemssn Sosial aetampat atau
pejabat yang ditunjuk serta harus didaftarkan
dan disetujul kebenaran fsinva olen par—

wakilan mnegara calon orang tus angkat Warga
Hegara Asing di Indonesia dan diketahuli Kebe-
naran/kesabsahan tanda tangan dari perwaki lan
negara yang bersangkutan aleh Departessn Luar
Hegeri yang lingkup cakupannya meliputi E

1) ddentitas;

2) keadaan keashatan jasmani dan mantal
rohani g

%) keadaan keluarga dan 1ingkungannys:

4) keadaan skonomi kKeluargs:

) hubungan zosialz

&) alasan dan tujuan pengangkatan amak;

7) kesimpulan dan saran.
(Contoh bentuk laporan sosial, sebagai-—
mana tercantum dalam Lampiran IX).

Angka VYIII.Z.b. disempurnakan ssbagai beri-
BEUE =

Calon Anak angkat.

Laposran sosial calon anak angkat dibuat oleh

‘Pakerja Sozial/Pejabat Sosial /Pekerja Sosisl

Hasyarakat di Lingkungan Hanter Irstansi 3Sosial
setempat dengan dibantu oleh Organisasi Sosial,
dan harus dilegalisir oleh Kepala Kantor Wilayah
Dhpra b mE Sosial setempat atau pejabat Wl g
ditunjuk, yamra lingkup cakupannya maliputi -

1) identitas:
2) keadaan Kasehatan fisik/pesikologik;
F) riwayat sampai di Organisasi Sosial:
4) pertumbuban dan perkesbangan selama di
Drganisasi So=ial.
{ Contoh bentuk laporan sosial, sebagai
mana tercantum dalam Lampiran YIIT).



T. Angka KIII.4.a. dissmpurnakan ssbagai berfikut =

4. Pekarja Sosial / Pejabat Soslal fPekerja
Sosial Masyarakat yang diberi Emwenanganan
membuat laporan sosial, harus mEmenuhi
klasifikasi sebagai berikut -

©. Pekerja Sosial Haeyarakat Profesional
Yang telah diangkat dan disumpah olah
Mafnteri Sosial Republik Indonesia,

KEDL# : Keputusan HMenteri Sosial BRI Nomor 13/HUK /1993 ten—
tang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sepan=
Jamng tidak ditetapkan lain dalam Beputusan ini,
dinyatakan tetap berlaku,

KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan eontoh beantuk surat
parmohonan izin, bentuk Keputusan Pesbearian/Panclakan
izxin, dan bBentuk laporan sosial disesualkan derngan
Kaputusan ini.

KEENPAT = Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dite

tapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekaliruan dalam paneatapannya akan dibka-
tulkan ssbagaimana maatinya,

Ditetapkan df : Jakarta
pada tanggal ¢ 25 Januari 1995

HMENTERI SOSIAL RI,

ttd
DRA. INTEN SOEWEND

SALIMNAN Keputusan {ni disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
F. Hahkamah Agung Republik Indonesia.

#. FKetua Badan Pemeriksa Kevangan (BEPEKA) Republik Indons—
sia.

5. Henteri Koordimator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik
Indomasia.
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Manteri Koordi nator Bidang Palitik dan Keamanan
Republik Indonesia.

Henteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri
dan Pengawasan Pembangunan Republik Indonesia,

Menteri Dalam Megeri Republik Indonesia.

Menter{ Luar Megeri Republik Indonasia.

Henteri Kesehatan Republik Indonesia.

Hanteri Agama Republik Indonasia.

- Kejaksaan agung Republik Indonesia,
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangundn

(BPKP) Republik Indonesia.

. Direktur Janderal Arnggaran Departessn Keuanggan

Republik Indonesia.

« Direktur Jenderal Hukum ¢an Parundang-undangan Departa=

man Kehakiman Republik Indoresia.

. Direktur Jenderal Imigrazi Departemen Kehakiman Rapublik

Indonesia.

Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Hegeri Republik
Indoneaia.

Direktur Jenderal Socsial Politlk Departemen Calam MHegari
Republik Indonesia,

. Direktur Jenderal Pemerintahan Usum dan Otoncsi Dasrah

(PUDD) Departemen Dalam Hageri Republik Indonesia.
Sekretaris Jandaral, Inspektur Jenderal , para 0 rak=
tur Jenderal dan Kepala Badan Litbang Sosial di Lingkungan
Departemen Sosial.

- Direktur Jemnderal So=lial Budaya Departemen Luar Hegeri

Republik Indonesia.

Direktur Penerangan Luar Hageri Departemen Luar Hegeri
Republik Indomesia,

Direktur Konsuler Departesen Luar Megeri Republik Indone-
sia.

Direktur Perjaniian Internasicnal Departemen Luar Hegeri
Republik Indonesia.

Direktur Intelijen dan Pangamanan POLRI.

Direktur Bina Kesejahteraan &nak, Keluarga, dan Lanjut
Usia Departemen Sosial Republik Indonesis.

Gubsrnur Kepala Daerah Tingkat 1 Propinal eeluruh Indona-
ain,.

Kepals Biro Mukum dan Organisasi Departemen Sosial Republik
Indoneais.

Kepala Kantor Wilayah Departsmen Sosial/Dinas Sosfal Ting-
kat I eeluruh Indonesia.

Kepala Kepolisian daesrah seluruh Indonesia.

Bupati / Walikotamadys Kepala Daerah Tingkat IT aal uruh
Indonesia,

- Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indormsia.
- Kepala Kantor Departemsn Sosial Kabupaten/Kotasadyva selu-

ruh Indonesia,

- Bagian Perpustaksan dan Kerja Sama Penelitian Departe-

man Sosial .

Kepala Sub Bagian Dokumentasi MHukuym Biro Hukum dan Orga—
nisasi Departemen Sosial,



